
 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR  41 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 82 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi pelaksanaan 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang, perlu disesuaikan 

dengan kondisi saat ini; 

  b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang perlu ditinjau 

kembali; 

  c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, maka perlu 

membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan 

atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 

Jogjakarta; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 



  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan 

Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 89); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

  10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 



  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 451); 

  13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2016 Nomor 82). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 82 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA 

SEMARANG. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 

82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2016 Nomor 82), diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut: 

(1)  Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri atas: 

1. Seksi Pembenihan Perikanan Budidaya; 

2. Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya; dan 

3. Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan. 

d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, terdiri atas : 

1. Seksi Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya; 

2. Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan; dan 

3. Seksi Pembinaan Pemasaran Hasil Budidaya Ikan. 

e. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas: 

1. Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap; 

2. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan; 

dan 

3. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil. 



f. UPTD. 

g. Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

                                                           Ditetapkan di Semarang 

                                                                        pada tanggal 23 Agustus 2019 

                                                                  WALIKOTA SEMARANG, 

                                                              ttd 

                                                                     HENDRAR PRIHADI 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 23 Agustus 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

                                  ttd 

ISWAR AMINUDDIN 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 41 

 



BAGAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN 
KOTA SEMARANG 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK  

JABATAN FUNGSIONAL 

Kepala Sub Bagian  

Perencanaan Evaluasi dan 

Keuangan 

SEKRETARIAT 

III a 

IV a 

IV a 

IV a 

IV a 

KEPALA  

III a 

III b 

IV a 

IV a 

Kepala Sub Bagian  

Umum dan Kepegawaian 

IV a 

IV a 

  UPTD 

WALIKOTA SEMARANG 

ttd 

 

HENDRAR PRIHADI 

LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  

NOMOR   41   TAHUN 2019 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

WALIKOTA SEMARANG NOMOR 82 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 

PERIKANAN KOTA SEMARANG 

Bidang  
Pengelolaan 

Pembudidayaan Ikan 

Seksi  
Pengembangan Teknologi 

Perikanan Budidaya 
 

Seksi  
Pembenihan 

Perikanan Budidaya 

Bidang  

Perikanan Tangkap 

Seksi  
Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Tempat 

Pelelangan Ikan 
 

Seksi  
Pengembangan Prasarana dan 

Sarana Perikanan Tangkap 

Bidang Pemberdayaan 
Usaha kecil 

Pembudidayaan Ikan 

Seksi  
Pembinaan 

Pembudidayaan Ikan 

Seksi  
Pengendalian Usaha 
Perikanan Budidaya 

Seksi  
Pengembangan 

Prasarana dan Sarana  
Pembudidayaan Ikan 

Seksi  
Pemberdayaan 
Nelayan Kecil 

Seksi  
Pembinaan Pemasaran 

Hasil Budidaya Ikan 


